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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap
anak jalanan di kota Pekanbaru menurut UU No.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan dan mengetahui pelaksanaan program yang dibuat pemerintah,
dalam perlindungan anak jalanan di kota pekanbaru. Anak.jalanan merupakan salah
satu masalah_yang ada'di kota-kota besar seperti Pekanbaru. -Anak jalanan identik
dengan kemiskinan, lantas mempengaruhi perkembangan mereka; dapat menjadi
faktor penyebab pertumbuhan keluarga kurang mampu.

Dari latar belakang,.penulis ‘dapat ‘merumuskan masalah pokok diantaranya:
pertama, Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota
Pekanbaru, Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedua,
Bagaimana Pelaksanaan Program Yang Dibuat Pemerintah Dalam Perlindungan
Terhadap Anak Jalanan Di Kotra Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu dengan cara
turun langsung ke lokasi penelitian dan mengumpulkan data dengan cara wawancara
dan dokumentasi. Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah anak punk yang
bernama Dolan dan pengamen Yudi, yang berada di Simpang Tabek Gadang yang
mana Dolan tinggal di jalanan, sementara Yudi tinggal masih bersama orang tua.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah sudah menjalankan
program-program dengan baik, tetapi kemampuan negara dalam masalah keuangan
yang membatasi sehingga program-program tersebut belum terlaksana atau berjalan
dengan maksimal, maksudnya-belumrsemua anak jalanan atau anak terlantar yang
menyentuh program tersebut. Tujuan dari program-program. yang dibuat pemerintah
ini adalah untuk mengembalikan fungsi utama pengasuhan anak terhadap keluarga
melalui program-program tersebut dinas sosial ingin mencapai tujuan tertanganinya
masalah sosial terhadap anak jalanan sehingga. dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan sosial anak jalanan serta dapat bersesialisasi ditengah masyarakat
lingkungan.

Kata Kunci: Anak jalanan, Penanggulangan



ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the protection of street
children in the city of Pekanbaru according to Law No. 13 of 2003 concerning
employment and to find out the implementation, of programs made by the
government, in the protection_of street children in the city of Pekanbaru. Street
children are one of.the problems that exist in big cities such.as Pekanbaru. Street
children are synonymous with poverty, which then affects their development, can be
a factor causing the growth of underprivileged families.

From-the background,-the-author can-formulate the main problems including:
first, how to.implement the protection of street children in the city of Pekanbaru
according 'to_Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Second, how is the
implementation of the program created by the government in the protection of street
children in the city of Pekanbaru.

This study uses a type of sociological legal research, namely by going directly
to the research location and collecting data by means of interviews and
documentation. The informants selected in this study.were a punk boy named Dolan
and busker Yudi, who were at Simpang Tabek Gadang where Dolan lived on the
street, while Yudi still lived with his parents.

The results of the research can be seen that the government has implemented
programs well, but the ability of the state in financial problems is limiting so that
these programs-have not been implemented or run optimally, meaning that not all
street children or neglected children have touched the program. The purpose of the
programs made by the government is to restore the main function of child care for the
family through these programs the social service wants to achieve the goal of
handling social problems for street children so that they can improve the level of
social welfare of street children and can socialize in the community environment.

Keywords: Street children, Prevention



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah 3. puji dan syukur pe pkan kehadirat Allah SWT,

penulisan enge - RLINDUNGAN
TERHAD

NO.13 T

Adapu

menambah il < i elesaikan Ujian Sarjana

'q
Pekanbaru.
W

Selanjutnya, penulis menya

\\“'

a penelitian dan penyusunan skripsi ini
dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, dan bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis harus menyampaikan rasa ucapan

terimakasih penulis yang tulus kepada:

Xi



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam

Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti

pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau

as Hukum Universitas

SKripsi.

Fakultas Hukum

serta memberikan bimbingan berupa arahan, masukan, dan saran-saran dalam

penelitian ini.

. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS., selaku Ketua Departemen

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah

Xii



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

memberikan bimbingan, serta arahan dalam penelitian ini selama penulis
menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah

g rsitas Islam Riau,
dministrasi yang tulus

Universitas Islam

10. rin Irsanti, S kU S Al Dan Perlindungan
11. j. etaris Dinas Ketenagakerjaan

12. Kepada Mas penulis yaitu Yusuf Bimo Eko Saputro, S.Tr., Han., Kakak
penulis Khaka Lisma Niar, S.Pd., dan Adik penulis Mohammad Dimas Agung
Triatmojo, yang selalu memberiksn dukungan serta semangat kepada penulis

dalam menyelesaikan penelitian ini.

xiii



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

13. Kepada sahabat penulis yaitu, Vischa Vahyra, S.Si., Tiara Ayuningtyas, Amd.
Gz., Alma Yunira, S.P., Wima Puspita, S.Si., Putri Mulyarni, S.KG., Mutiara

Elviza, Amd. Keb., Dhara Azrunisya, Amd. A.K., yang telah memberikan

14. Kepa : - .Tr.Kep., Lila

skripsi ini.
15. Islam Riau, yaitu

Annisa Nofrinelis,

Xiv



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan
baik dari segi bahasa maupun penulisan, penulis berharap kritik dan saran yang

berguna memperbaiki dan kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, semoga skripsi ini

dapat memberikan ‘ eda o ‘ mbaca, Aamiin ya Rabbal
W \\\‘ '0‘ )

ovember 2021
lis

XV



iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

DAFTAR ISI

ABSTRAK e iX
ABSTRACT s X
KATA PENGANTAR ..o sl Xi

B. Pelaksanaan Program yang Dibuat Pemerintah dalam Perlindungan
terhadap Anak Jalanan di Kota PeKanbaru...........cccccevveeiienesienieceee e 71
BAB TV PENUTUP ...ttt sttt st re et ens 78

DAFTAR PUSTAKA

XVi



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe jur udwnyoq

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

XVii



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

perlindungan da jak | & 3 erta hak sipil dan kebebasan
(Koro, 201

Anak ada arta : , budaya, ekonomi,

ekonomi (sementara anggapan masyarakat jawa khususnya ada adagium “banyak
anak, banyak rejeki”, sehingga, “mengkaryakan™ atau mempekerjakan anak dapat
menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai kedudukan strategis di

depan hukum) (Mandani, 2018).
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Anak jalanan ialah anak yang kebutuhannya belum dapat dipenuhi baik
secara rohani, jasmani, sosial sebab orang tuanya melalaikan kewajiban untuk

memeliharanya, dilihat dari kehidupan anak yang kesehariannya ada disekitar jalanan

menjadi e [ . Kemiskinan

menimbulkan a g " e akan menjadikan

oekerja selayaknya

waktuyang d 3 anfas ain bersama teman

yang menjadikan mereka sebaga Is dijalanan, yang sengaja memelihara
untuk disodomi dan bahkan mereka tega memutilasinya. Dilain sisi anak jalanan
mempunyai hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan dari perilaku

menyimpang dan tekanan.
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Membina keberlangsungan anak untuk hidup damai adalah tugas orang tua,
yang tidak bisa dihindari, “ pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Perkawinan, Pasal 45 ayat (1): Kedua orang tua berhak untuk merawat dan

an besar waktunya

dari 6-18 tahun.

Dengan begitu ciri-ciri anak jalanan dapat dikualifikasikan seperti dibawah ini :
a. Menurut Umur
Anak jalanan ini adalah “ Mereka yang waktunya dihabiskan untuk mencari

nafkah atau hanya hidup di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Umur
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mereka diperkirakan dari 6-18 tahun”. Berdasarkan penjelasan sebelumnya,

dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikelompokkan sebagai anak jalanan

adalah yang memiliki usia berkisar antara 6-18 tahun.

kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial,
emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, Children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal dari
keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai

hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-
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ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu
ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak

anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia

lah dapat ditem olong jembatan, rumah-

‘ "!‘\“ .&‘ i;. walau secara

Menurut . *; kedalam empat
kelompok ,
1.

ebagai (pengamen,
2.

c. Menyewa tempat tinggal sendri di wilayah kumuh

d. Putus sekolah
e. Bekerja penjual koran, tukang barang bekas, mencuci bus, memulung

f.  Berkisar ,berumur kurang dari 16 .
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3. Ciri-ciri anak yang rentan menjadi anak jalanan:

a. Sekolah

b. Bekerja menjual koran, tukang semir sepatu, mengamen, dll

4.
da dijalan

Selai asalahan ) of: abkan oleh beberapa
kategori dianta a yaity, . ata ‘ e disebut PSTA
(pelecehan/ aniaya : . pe ecara fisik, psikis dan
sexual. Pene na kurang memberi
kepedulian yang .se - prose bangnya. Seperti  anak
merasa dikucil diberi pendidikan dan
pemeliharaan keseh Ditasi anak, eksploitasi anak
merujuk terhadap perbuata aknya pada anak, yang diperbuat

oleh sekitarnya. Misalnya mengharuskan anak berbuat suatu hal, atas keperluan
ekonomi yang mana menekan anak menjadi pengamen dijalan dan sebagainya” (Edi,

2005, hal. 160)
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Pandangan ILO - IPEC yang dikutip Ulil Abso dibuku yg bernama

“Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Social” menyebutkan:

soalan ini sering
terjadi di k : ar salah s ) a Pekanbaru. Persoalan

L : o & 3 5
ini terbilang sebaga salah sosial. laf ul karena adanya

permasalahan anak jalanan juga semakin melonjak. Melihat perkembangan dari
waktu ke waktu populasi anak jalanan terus meningkat. Dimana pengkaji mengamati
setelah aktivitas kuliah, anak jalanan berkeliaran seputar pasar pagi arengka, lampu

merah Simpang tiga, lampu merah Tabek gadang, lampu merah Arifin achmad,
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lampu merah SKA, sekitaran lingkungan Masjid Agung An-Nur, bundaran keris di

Kota Pekanbaru.

dengan martak 3 : er : g jawab full atas
perawatan
jalanan. Ne a yakan kebijak tuk kesejahteraan
anak-anak

“Ang

kebutuhan bz s dungan anak No.23

a& erhadap anak yang kurang
<>

terurus. Pasal ini intiny Ik sel warga yang kurang mampu

Q@\\\‘?

dan anak yang tidak dirawat Se agai subyek hak asasi yang seharusnya

terpenuhi kebutuhannya.

Selain itu, pemerintah dan pemerintah kota memiliki tanggung jawab dan
kewajiban untuk memberi perlindungan yang khusus bagi anak. Perlindungan ini

merupakan contoh perlindungan yang diberikan kepada anak dalam keadaan dan
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kondisi tertentu untuk memberikan rasa aman terhadap ancaman terhadap diri dan

kehidupannya selama tumbuh dan berkembang.

Menilai unsur anak terlantar seperti yang dituangkan dalam aturan tersebut
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan tersebut,

maka permasalahan yang dirumuskan oleh penulis yaitu:

Anak Jalanan Di

2003 Tentang

Kota Pekanbaru Menurut “UU No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan”.
b. Penyediaan Informasi Tentang Pelaksanaan Program Yang Dibuat

Pemerintah, Dalam Perlindungan Anak Jalanan Di Pekanbaru.

10
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D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai anak jalanan atau anak terlantar tidaklah yang pertama,

namun sudah pernah dilakukan oleh penulis lain. Namun saja terdapat hal-hal yang

Selan : al penelitian yang dibuat Yophi S.H, M.H
dari Fakulta: Hukum Dan Hak

Asasi Manus ada : ' iau

Jurnal , C berjudul “Perlindungan
Hukum Terhad ; Pontianak Di Tinjau
Dari Peraturan Aere ontiar Tahun 2014 Tentang

Proposal Penelitian yang dik arbaini, Harpani Matnuh tentang “Peran
Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin”

Namun di skripsi yang penulis kerjakan lebih membahas mengenai

“Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut UU

11
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No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, dan pelaksanaan rencana pemerintah

dalam melakukan perlindungan terhadap anak jalanan ini

1)

s
= NS v
Perencanaan stra i social ter asalah yg dihadapi oleh anak
z exual. Yang mana
satu penyel dals ana 3 ting sekali untuk

mendalami serli an anak. Pe 3 atas hak anak, dan

<

Q | : anak di Indonesia ditanggung
N e

oleh suatu “UU Nomor.4 Tah ang Kesejahteraan Anak™. Yang intinya,

“perlindungan anak merupakan bagian kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan

anak merupakan aspek kesejahteraan social, sehingga aspek perlindungan anak

merupakan aspek kesejahteraan social juga”.

12



Perlindungan anak memiliki artian yang mencakup ruang lingkup yang luas,
dimana diartikan bukan hanya mencakup perlindungan jiwa dari anak juga termasuk

pula perlindungan atas hak, dan juga kepentingan dan hak yang pertama sebagai dasar

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

yang dapat mengancam atau menghambat perkembangan dan pertumbuhan

dengan wajar.
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Untuk memenuhi hak anak, dalam” pasal 9 sesuai dengan ketetapan pada intiny
menjadi tanggung jawab orang tua,yg mana orang tua merupakan orang pertama yang

dikenali anak kemudian orang tua adalah orang yang memiliki kewajiban

emenuhi hak tersebut

agama,jen

2)

Anak adalah potensi,tunas,dan generasi penerus bangsa yang ideal.Mereka
memiliki kedudukan strategis, dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara

di masa depan (Abdussalam, 2007)
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c. Wagiati Soetodjo
Anak memiliki kedudukan yang sangat penting bagi dirinya karena anak

memiliki potensi untuk nasib masa depan manusia. (Soetodjo, 2006)

- Yad
>
erek
o

dh. N na posisi anak tersebut

N AR

pada kedua orang

am yang nanti akan

buatan Tuhan dimana sering
berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Posisi anak disini
memnempatkan anak sebagai golongan social yang berkedudukam lebih
rendah dari lingkungan sekitarnya berinteraksi.

3. Pengertian Ekonomi

15
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Anak merupakan kelompok yg tidak produktif. Ketika memiliki
kemampuan economi yg persuasif, kapasitas anak tersebut disebabkan

anak mengalami perubahan keuangan, yang diperoleh karena adanya

politik timbul,

status anak

itu disebut ana Sih terdz aan penc gsar yang dimaksud
anak yaitu orang AW : _ 1‘ n.juga belum menikah.
Beberapa atura ia, memberi patokan umur._a ang tidak sama, dalam

melaksanakal

1.

belum menikah”. Jika seorange elah melakukan pernikahan sebelum umur
21 tahun, kemudian berpisah atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum
memasuki usia 21 tahun maka ia tetap dianggap orang yang sudah dewasa dan

bukan anak-anak lagi (Tjitrosudibio, 2002, hal. 90)
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Pasal 290 ayat (2) KUHP
Jika mereka mengetahui atau menduga bahwa mereka berusia di bawah

lima belas tahun, tetapi melakukan perbuatan cabul dengan orang lain atau di

Anak disini ialah seorang g belum berumur 18 tahun, dan yang masih

dim kandungan.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak
Anak yang belum berumur 18 tahun, tetapi pasal ini juga mengakui

peluang timbulnya perbedaan atau variasi didalam penentuan ketetapan umur

17
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kedewasaan didalam peraturan perundang-undangan di masing-masing negara
peserta. “Seperti untuk mengikuti pemilihan umum, mengkonsumsi minuman

beralkohol, bertanggung jawab secara pidana atau agar bisa dikenakan

E.

yengertian dalam
penelitian ulis memberikan
batasan isti

membuat rencana
yang telah d aha,penerapan) dari

dimana dikukuhkan oleh pejabat atau pemerintah, uu , peraturan, dan sebagainya.
Berguna membatasi hubungan antar masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) perihal

suatu kejadian tertentu, keputusannya ditetapkan oleh hakim dipengadilan. (Drs09)
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Anak jalanan merupakan pengertian yang merujuk terhadap anak tunawisma,
yang hidup dijalanan. Lebih mendetail dari UNICEF, anak jalanan rata-rata berumur

antara 18 tahun kebawah dan hidup di daerah yang tidak memadai dan tanpa

pengawasan.

2. Lokasi Penelitian
Penulis melakukan penelitian ini pada wilayah simpang lampu merah

Arengka,simpang lampu merah Tabek Gadang.
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Alasan penulis memilih lokasi penelitian pada wilayah tersebut karna
meningkatnya persentase anak jalanan di Pekanbaru dimana simpang lampu

merah dan pinggiran jalan adalah salah satu tempat yang menjadi sasaran anak

maka dalam hal ini peneliti memilih” sendiri responden mana yg dinilai dapat
mewakilkan populasi” (Ashshofa, 2010, hal. 91). Subjek yg akan diwawacara
merupakan orang yang diharapkan sesuai untuk menjawab rumusan masalah dalam

penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara tersusun dan memgunakan panduan

Wwawancara.
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Data dan Asal Data

Data yang dipergunakan diproposal ini yaitu data yang terdiri dari:

a.  Data primer,yaitu merupakan fakta yang diperoleh secara langsung oleh

DisNaker Kota Pekanbaru.

Analisis Data
Analisis data merupakan kelanjutan, cara pengolahan data yang mana

didapatkan untuk menyelesaikan masalah yang akan ditinjau menurut bahan

21
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hukum yang didapatkan maka dibutuhkan adanya teknik analisis terhadap
bahan hukum. Sesudah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis

melakukan analisisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian dari

iteratur-literatur dan hal
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BAB |1

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan

1.

menyangkut- tenaga - sud L encegah karyawan
mengguna e : S gunaan tenaga kerja.

Hukum ketena Je 2bagai agakerjaan, sehingga

artian yang luas ini, hukum dapat ditafsirkan dalam banyak cara. (Husni, 2013)

Jika diperhatikan istilah ini, hukum perburuhan terdiri dari dua kata: hukum
dan ketenagakerjaan. Hukum dan pekerjaan adalah dua konsep hukum. Ketika kita
mempelajari hukum, Kkita perlu memiliki konsep hukum. Konsep hukum pada

prinsipnya adalah batas dari suatu istilah tertentu. Tetapi istilah-istilah didefinisikan
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dalam istilah makna, dan definisi maknanya setajam dan sejelas mungkin dalam

definisi. Mereka mencoba menggunakan istilah dan makna secara konsisten

Menurut Soetikne, hukum perburuhan adalah.seperangkat ketentuan hukum

dalah seperangkat
k orang lain dan
aturan dan norma

tertulis atau tidak Y ahas pola ht antara karyawan.

m perh an pada prinsipnya merupakan
e

bagian dari hukum yang berlaku gatur hubungan antara pekerja dengan
pengusaha, antara pekerja dengan pekerja, dan antara pekerja dengan pejabat. Dari
pengertian hukum perburuhan di atas, terdapat beberapa unsur hukum perburuhan,

yaitu:

a. Aturan Tertulis maupun tidak tertulis
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b. Menyesuaikan terjalinnya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi
kerja atau pemberi kerja

c. Ada orang yang bekerja untuk menerima gaji

sakit, haid, hamil,

ada satu pasa 3 ‘ an de genai ", 2nagakerjaan atau
Perburuha asal 1 ang 1gakerjaan menetapkan

bahwa tenaga ker - 2k pekerjaan s an setelah jam kerja”.

Maka dar g : H' b_ r etenagakerjaan  adalah
seperangkat dengan pekerjaan
antara seora majikannya, baik
sebelum (pre

employment).

3. Pekerjaan seorang direktur atau wakil dari suatu organisasi atau asosiasi.

Penting juga untuk dicatat bahwa ruang lingkup pekerjaan tidak sempit atau
sederhana. Pada kenyataannya, realitas itu kompleks dan multidimensi. Dengan

demikian, benar bahwa undang-undang ketenagakerjaan tidak hanya mengatur
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hubungan kerja tetapi juga mencakup ketentuan di luar hubungan kerja yang harus

dipatuhi dan harus dilindungi oleh pihak ketiga, yaitu otoritas kapasitas (pemerintah)

jika ada yang tidak diuntungkan.

2ngan asas pembangunan
Hal ini karena
pembangunan hak asasi manusia an banyak dimensi dan terkait dengan
berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha dan pekerja. Dengan demikian,
pengembangan tenaga kerja diwujudkan secara terpadu melalui kerjasama yang

saling menguntungkan. Oleh karena itu, asas hukum ketenagakerjaan merupakan asas

keterpaduan melalui koordinasi fungsional antara sektor pusat dan daerah.
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Tujuan tentang Hukum Ketenagakerjaan yang dimuat dalam “Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan Hukum Ketenagakerjaan™ ialah:

—
g
=
D
(72}

2.
QD
=
—
@D
=
j<})
QD
jun

erjaan”, tenaga kerja
adalah ora arang dan jasa untuk

keperluan se mencakup pekerja

25 5 25

™

yang dipeke

3. Sumber ¢

Sumber hukum "*}* 3_dokumen hukum diperoleh).

Sumber hukum substa é. @ ‘

put “sumber isi hukum (karena sumber
- \ae | |
menentukan isi hukum), adalat m masyarakat, yaitu persepsi hukum
yang ada dalam masyarakat tentang sesuatu hal yang seharusnya atau tidak
seharusnya. . Profesor Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa asal usul hukum

pada hakikatnya merupakan faktor yang membantu terbentuknya hukum.
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Sumber hukum perburuhan yang substantif adalah pancasila yang merupakan

sumber dari segala sumber hukum, dimana semua hukum di bidang usaha harus

menerapkan nilai-nilai pancasil. Sumber hukum resmi adalah tempat atau sumber dari

i oleh Pemerintah
Aturan Peralihan
uu sherapa peraturs 3 erlaku karena dalam

merdekaan, yaitu:

b.  Peraturan Lainnya
Peraturan pemerintah yaitu aturan yang dibuat untuk melaksanakan
Undang-undang. Kedua keputusan presiden yaitu Keputusan yang bersifat

khusus (einmalig) untuk melaksanakan peraturan yang ada di atasnya.
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C. Kebiasaan

manusia yang
, sehingga setiap

elanggaran terhadap

e. Traktat
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Ini adalah kesepakatan yang dicapai lebih dari dua negara atau sama. Pada
umumnya, perjanjian internasional seringkali memuat perjanjian yang mengikat

secara hukum. Menurut asas “pacta sunt servanda”, setiap negara terikat oleh kontrak

sebagai sarana

terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan untuk menjamin
keadilan dan ketertiban. Pengaturan, pengelolaan dan pengawasan yang dilaksanakan
di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku harus relevan dengan kebutuhan tenaga kerja dan harus sejalan dengan laju
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pembangunan dan peningkatan yang semakin meningkat, hubungan kerja dan

peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

Selain fungsinya sebagai metode inovasi, undang-undang ketenagakerjaan juga

dan penin

status huk . mbang y g : )nomis yang layak

kepada tena

administrasi yang duduk di kantor, pekerja bangau putih.Biasanya golongan
Pemerintah Belanda membedakan antara blue collar dengan white collar hanya utuk
memecah belah golongan bumiputera. Pemerintah Belanda telah mendoktrin

masyarakat bahwa kaum buruh adalah sekelompok tenaga kerja dari golongan bawah
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yang hanya mengandalkan otot. Ditambah dengan adanya paham marxisme yang
menganggap  buruh  adalah  golongan yang selalu  menghancurkan

majikan/pengusaha.ini adalah orang-orang Belanda dan Timur Asing lainnya.

penjelasan Pa sebutkai a yang d jan ialah badan-

badan sepe I, S : A : 1’ . Oleh karena itu,

disepakati i ai dasar hukum yang
kuat.

Penge dalam melindungi
jaminan sos atauseseorang yang

bekerja pad k). b) Pembeli dan

bukan pembeli a sahaan. ahar ekerja di perusahaan.

“Undang Undang

Ketenagakerjaan”, Pengusaha adala

a.  Orang perseorangan, perusahaan, atau badan hukum yang menjalankan

usahanya sendiri
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b.  Orang perseorangan, koorporasi , atau badan hukum yang secara mandiri
menjalankan perusahaan yang bukan bagian dari dirinya

c.  Penduduk Indonesia, persekutuan,atau badan hukum yang mewakili

@ql%?sﬁgeroran g yang dapat
mengident -1’ ujuan yang ingin
dicapai. Da

adalah: 1)

ENAACY

miliknya 3) Orang

perseorangan, |pet an, a 0 be di Indonesia mewakili

dikelola bersama-sama dengan pengu pemilik perusahaan) (Asikin, 2004, hal.

60).

Arti dari perusahaan sendiri dirumuskan dalam “Pasal 1 huruf b Undang

Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk
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usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan
yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik

Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba”. Molengraaff

akan mengf 10 rugi, y - dalam pembukuan
jika diperl
juga ditega ena. ¢ i me tlak wajib dalam
perusahaan me y : _. Ng-L = : ujuan utama setiap

perusahaan. : usaha perusahaan dan

kemitraan. Jika tergolong kepemilika Usahaan dibagi menjadi perusahaan swasta
yang didirikan dan dimiliki oleh perorangan, sedangkan perusahaan publik dan
pemerintah biasa disebut sebagai BUMN. Berdasarkan Kklasifikasi bentuk hukumnya,
perusahaan dibedakan menjadi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum

adalah perseroan terbatas yaitu perseroan terbatas (PT) dan koperasi, sedangkan
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perseroan terbuka adalah perseroan terbatas (PERUM) dan perseroan terbatas

(PERSERO).

Dalam hal ini pemerintah juga turut serta dalam hukum ketenagakerjaan yang

5.

hun 2003 tentang
Undang-Undang
yang memberikan
kan pekerjaan baik

dalam maup an kerja guna_menghas arang atau jasa untuk

Jlomor 13 Tahun 203 tentang
ketenagakerjaan. Tenaga ‘ t ‘ rang g mampu melakukan pekerjaan
[n

guna menghasilkan barang atau ja enuhi kebutuhan masyarakat”.

Dalam “Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak
lagi memuat kata-kata baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dan adanya
penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat”.

Pengurangan kata di dalam maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga
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kerja tersebut sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga Kkerja itu

sendiri.

Seolah-olah sebagian berada dalam hubungan

de ‘1&&5‘1“\“,‘“&‘ bahkan kata yang

erja, sebagian di luarnya, dan

tidak sesuai

e\ 3 \g-‘

bekerja un

Defin
pengertian

sini meliput

0% e )8k

c
e
&
5
o
=
QD
3
s

saja yang be

=}
@
—
o
©
o
=
o
>
e
@
=B
@
—
o

<=, .
C
[
QD
-
D
—.
o
_|
D
-]
QD
o
QD
-
@D
—.
QD

dalam angkatan kerja meliputi mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur.

Secara umum tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu

tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani: (Rusli, 2003)
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a. Tenaga kerja Rohani

Tenaga Kkerja rehani adalah pekerja yang menggunakan jiwanya secara lebih

Setiap orang yang berada d negara dapat disebut sebagai pekerja,
bukan pekerja, warga negara, atau orang asing. Menurut “Sumitro Djojohadikusumo,
pekerja adalah semua orang yang mau atau mau dan mampu bekerja, termasuk

mereka yang menganggur, walaupun mempunyai keinginan dan kemampuan untuk

bekerja, tetapi terpaksa kehilangan pekerjaannya karena tidak ada kesempatan kerja”.
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Definisi angkatan kerja di atas umumnya sesuai dengan definisi angkatan kerja
dalam hal pekerjaan. Menurut A Hamzah, pekerjaan meliputi pekerjaan yang

dilakukan di dalam atau di luar hubungan kerja dengan fasilitas produksi utama dan

kesejahter rang yan 2 an di atas, jelaslah

bahwa tena: yang bekerja da eb! onsep pekerja atau
pekerja yang e ¥: ya dua konsep dalam

undang-undang sebe a, ya | : erikat pekerja atau

pekerja”.

Asal us sebabkan selama ini
pemerintah me istilah pekerja karena
istilah buruh selai mbarkan kelompok yang

era Orde Baru (Soedarjadi, 2008,

6. Hak-Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja

“Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 merupakan Undang-Undang Tenaga

Kerja yang mengatur hak-hak tenaga kerja, dalam pembangunan nasional peran
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tenaga kerja sangat penting, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja sangat
diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ buruh untuk mewujudkan

kesejahteraan pekerja/ buruh”.

untuk mengikuti pelatihan ke asuai dengan bidang tugasnya”.
f. “Pasal 31 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama
untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh

penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.
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g. “Pasal 86 ayat (1) Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlindungan
atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan

yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

dalam kontrak kerja, huku at istiadat setempat.
c. Kewajiban untuk mengganti kerugian atau membayar denda jika
menyebabkan kerugian, kerusakan, kehilangan atau kejadian lain yang tidak
menguntungkan atau merugikan pengusaha karena kelalaian atau kecerobohan

pekerja, maka pekerja wajib menanggung risiko yang timbul
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d. Kewajiban untuk bertindak sebagai karyawan yang baik. Karyawan
berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan baik

berdasarkan kontrak kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian bersama.

B.

Dinas S an Pemakamar | Pek: kan instansi vertikal
yang dahulu bernama Staf Pusat, didirikan pada tahun 1974 di wilayah tempat
berdirinya i Indonesia. Terjadi
perang antara B , banyak orang ; dah ketempat yang lebih
aman dimana

Untuk menc maka
diperlukan suatu bada at sampai ke daerah dibentuk

suatu lembaga yang disebut de orat Sosial.Pada tahun 1950 Inspektur
Sosial digantikan oleh suatu badan sosial. Dimana Tugas pokok dari perkumpulan
tersebut sesuai dengan yang ada di “UUD 1945 Pasal 34 UUD, yaitu fakir miskin dan

fakir miskin dipelihara oleh Negara”
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Tahun 1974, dinas sosial digantikan oleh Departemen Sosial Republik
Indonesia, kantor wilayah Departemen Sosial di tingkat pusat dan provinsi, Kantor

Wilayah Departemen Sosial dan tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Departemen

Sosial Kabupaten ‘ 98 De 8 parkan oleh Presiden RI

yang me \bdurrahma partemen Sosial

Tahu en : Cesehatan Republik
Indonesia
2001, dian al = smerintaha agawati Soekarno Putri
Kementeri &1

dibentuk Dinas ) AMa 2 ai dengan struktur

Pemerintahan Kota Pekanbaru™.
2. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Adapun visi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai

berikut: “Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
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(PMKS) yang didukung oleh sumber daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan
peran Masyarakat serta Pemakaman yang bersih, tertib dan indah”. Merujuk visi

diatas dapat Kita rumuskan misi antara lain:

kepedulian sosial.

ai dengan regulasi

Pekanbaru mempunyai tugas poka ungsi sebagai berikut”

43



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Melaksanakan pembinaaan dibidang kesejahteraan Sosial dan pemakaman

yang disahkan oleh WaliKota Pekanbaru.

a. Menyusun rencana pelaksanaan program disbidang pengembangan teknis
b tuk penyedia
Pinaan, pelatihan
c ,-,@'r' mendukung Klien
d ngolahan data dan
berkaitan dengan
ber kesejahteraan
e ), potensi dan sumber

A : -&:& - olaan, pengolahan dan

pengumpulan .Q Q >
ofc ors

N

‘\'."’

f. Koordinasi antar instans sasi dan organisasi masyarakat untuk
menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial (UKS).

g. Manajemen kegiatan kesejahteraan sosial pekerja sosial, pekerja sosial,

organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di desa/kelurahan.
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h. Mengelola kegiatan peduli sosial pekerja sosial, pekerja sosial, organisasi
pemuda dan organisasi diwilayah masyarakat sekitar. Kelola operasi

pemakaman dan kendalikan pemakaman dari semua distrik dan kota yang

pekerjaan ' a : g jawak y f’ an sesuatu atau
melakukannya mencapai : gertian tugas menurut

para ahli a

penting dan berhasil dalam organisasi. atau kompleksitas suatu tempat atau organisasi

untuk tujuan yang berbeda.
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4.  Fungsi

Fungsi ialah suatu bentuk kegiatan utama yang diterapkan dalam suatu

organisasi atau instansi«J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain menyatakan bahwa

sosial, ja pedulian terhadap

masyarakat an pemerintahan
negara. Da dan fungsi yang
tertuang da

keempat Bidz

b. Pelaksanaan tugas ya ang_d& ayat (1),Bidang Rehabilitasi Sosial”
memiliki fungsi:
- Menyiapkan dokumen untuk menyusun kebijakan teknis pelaksanaan

koordinasi pelayanan, pengawasan dan rehabilitasi penyandang disabilitas
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dan pekerja seks (tuna wisma, pengemis, mantan narapidana) , PSK, anak

nakal dan anak jalanan)

Menyiapkan dokumen untuk mempersiapkan layanan internal dan
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C. Tinjauan Umum Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru
Evolusi Disnaker kota Pekanbaru yang memiliki fungsi mengatur kelancaran

hubungan industrial yang setara antara pekerja dengan pengusaha diperlukan tempat

angkatan : engemba ’ d angkatan kerja
dengan fokus_g ] esejal S emperluas sistem
jaminan so ’ awan, erbaik gkungan kerja, dan

menerapka

lingkungan Pemerinta Q E ntor disna er kota Pekanbaru berlokasi
LI 2

di JI. Samarinda/Kapling | U (28282) — RIAU. Telp.0761-21264

Fax.0761-21264.6 Berada pada kelurahan Tangkerang Utara, kecamatan Bukit Raya.

1.  Visi Dan Misi
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VISI : Mewujudkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam hubungan

kerja dan melindungi pekerja untuk masyarakat yang makmur.

2.

Sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab pada pemerintah kota
Pekanbaru, maka Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru juga diatur
melalui “Perda No 8 Tahun 2008, yang mana tugas pokok dari dinas ini tertuang

dalam Pasal 14 Perda No 8 Tahun 2008 yang berbunyi Dinas Tenaga Kerja Kota
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Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan PEMDA Kkota

dibidang tenaga kerja”.

Masalah pasar tenaga kerja meliputi pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan

tenaga kerja

b. enggaraa : ar ik dibidang tenaga

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
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Menetapkan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pasar tenaga kerja, serta pengendalian teknis dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan oleh

n dan perluasan

ang hubungan

gawasan standar

dan rujukan untuk

organisasi serikat

. Pengelolaan, koordinasi dan kerjasama sumber daya manusia transmigran;

. Pengelolaan, koordinasi dan pengembangan masyarakat dan kawasan

transmigrasi serta Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

D. Tinjauan Umum Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga

Kerja Anak
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Permasalahan anak jalanan merupakan gambaran sebenarnya bahwa

pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari seharusnya. Situasi anak jalanan

yang harus bekerja di jalanan secara tidak langsung telah membuat mereka

d. Orang tua yang memperkerjakan anak dan dijadikan sebagai tulang
punggung bagi keluarga dimana seharusnya orang dewasa Yyang

melakukannya.
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Dalam hal ini perlu gunanya diterapkan proses pendekatan terhadap anak,

proses sosialisasi dilakukan melewati beberapa instansi seperti keluarga, media

massa, pendidikan, masyarakat, dan kebijakan sosial lain.

ung keluarga dalam

dan mental anak-

- menunda anak-anak dipisahka orang tuanya

b. Pendidikan

Proses sosialisasi anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara

penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:
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- Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap

identitas dan pola kebudayaan masingmasing anak

- Memajukan dan_n engembangkan kepribadian;, kecakapan, dan kemampuan

- Pemeliharaan dan perhatia Ji anak yang menghadapi resiko sosial

- Sekolah merencanakaan dan melaksanakan aktivitas ekstra kurikuler yang
merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerja sama dengan kelompok-

kelompok masyarakat
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- Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di

sekolah kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan

- Pembuatan perat dan kebijakan yang adil, siswa-siswa agar terwakili dalam

- Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat local

- Ketersediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat oleh para

remaja.
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d. Media Massa

- Mendorong media massa anak muda untuk mengakses informasi dan dokumen

dari berbagai sumbe

dipahami bahwa anak diberikan hak bebas mengungkapkan pandangan dan

pendapatnya.

Andil orang dewasa justru mencegah anak memilih suatu situasi yang tidak

adil dan eksploitasi, meskipun anak tidak merasakannya. Agar perlindungan anak
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dapat dilaksanakan dengan baik, maka mengikuti sebuah prinsip mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak harus dihormati dalam semua keputusan yang

menyangkut anak. Prinsip terbaik untuk anak digunakan, karena dalam banyak kasus

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk

menjamin agar semua anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman
yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan

dari orang tua anak,walinya yang sah atau anggota keluarganya”.(Ayat 2)
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b. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child)

Hal ini berlaku untuk semua tindakan yang melibatkan anak yang dilakukan

oleh organisasi sosial atau badan legislatif negara bagian. Oleh Kkarena itu,

pangan (the rights to

mengakui bahwa

Respect for the views of the Child menjelaskan bahwa anak memiliki otonomi
kepribadian. Dengan demikian, pandangan anak mungkin tidak hanya lemah, reseptif,
dan pasif, mereka adalah individu otonom yang fantasi, pengalaman, keinginan,

obsesi dan aspirasinya mungkin berbeda dari anak-anak dewasa. Dapat ditarik
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kesimpulan bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandangan terhadap
segala persoalan sehingga posisi anak didahulukan.

Implementasi cara pandang demikian adalah ketika selalu menepatkan anak

na..be ; erja anak. Perlindungan
\ b
: ““ .@a. ip perlindungan

ngan terhadap

sehingga posisi
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlmdungan Hukum terhadap Anak Jalanan di Kota
Pekanbaru Mg 18 13 Tahun 2003 tentang

enerus generasi
rupakan tahap
dimana ana enga : ene an. masa depannya.

Optimalisa ang & : hal ini tidak lagi

kembang anak secara optimal bali mental dan juga sosial. Perlindungan ini
diberikan agar anak mendapat persamaan serta kesempatan yang sama dengan
kebutuhan yang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga didalam memberikan

perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan dan didasarkan pada prinsip hak anak

yaitu penghormatan, pemenuhan, dan juga perlindungan atas hak anak. Perlindungan
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anak harus juga berlandaskan pada prinsip konvensi hak-hak anak, yaitu non
diskriminasi, hal terpenting bagi anak yang mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh
berkembang, dan mengapresiasi apa yang menjadi pendapat anak. Perlindungan itu

atuk  bermain, sekolah,

vila anak anak

jalanan dan tempat un linnya ak jalan C - usia antara 5-18
tahun, serin

terurus yang

dalam berkegiatan sehari-harinya, ba ntuk mencari nafkah atau hanya sekedar

berkeliaran di jalan dan tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2005: 5).

Dalam perkembangan upaya perlindungan bagi anak yang bekerja pada tahun

1919, lahirlah “Konvensi ILO No. 5 tentang usia minimum seseorang dapat bekerja
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dalam bidang industri, yang kemudian diiringi oleh berbagai konvensi dan
rekomendasi yang semuanya mengatur tentang batas usia minimum seorang anak

boleh bekerja, baik dalam sektor industri, pertanian, laut, pekerjaan bawah tanah

signifikan. Isu

a, serta bidang

run kejalan ialah
aktor lain seperti
anggaran, p arnya. Di karenakan

kesulitan ek yang tidak sesuai

(children on the street) dan ana : dijalanan (children of the street). Dari
ketiga jenis anak jalanan tersebut memiliki ciri yang berbeda sehingga cara
penanganannya juga berbeda. Untuk masalah seperti ini anak jalanan yang dijelaskan

ialah anak dalam jenis children at high risk dengan rentan umur dibawah 18 tahun.
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Menurut Nandi (Pengamen, 13 tahun), dipindahkan kedinas sosial sama seperti
dipenjara selama seminggu atau dua minggu, tidak ada kegiatan. Walaupun sering
tertangkap, nandi tidak kapok. Dari pagi sampai siang nandi pernah mendapatkan 50-
100 ribu. Ibu dan.ayahnya nandi.sudah berpisah. Nandi tinggal bersama ibunya yang
bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pagi hari nandi bersekolah, pulang sekolah baru
melanjutkan mengamen sampai=sare.=Nandi tidak malu, teman-temannya banyak
yang tahu ‘kalau .ia menjadi pengamen. Menurut” Nandi, ‘ia mengamen atas
keinginannya sendiri, supaya tidak menyusahkan orang tua dan bisa menambah uang
jajan. Selama di bina di dinas sosial ada beberapa program yang pemerintah
canangkan namun tidak terealisasikan dengan semestinya hanya beberapa program
seperti penyuluhan tentang anak jalanan yang seharusnya tidak boleh ada dipinggir
jalan dan lampu merah, tetapi karna keterbatasan ekonomi yang mengharuskan

mereka untuk turun kejalan maka mereka tetap mengamen dan‘meminta-minta.

Menurut seorang anak punk yang hidup jalanan, mengamen adalah suatu
profesi. Mereka mengamen untuk bertahan hidup. Menurutnya pemerintah belum
menerapkan program-program untuk anak jalanan dengan baik. Selama mereka di
bina di dinas sosial, mereka tidak mendapatkan bimbingan apapun. Menurut anak
punk tersebut, suka nya menjadi anak punk adalah ia menjadi dirinya sendiri.
Dukanya, tidak bisa jumpa orang tua. Anak punk memiliki komunitas pada setiap
kota nya. Bagi mereka, sesama anak punk adalah saudara. Selain menjadi anak punk,

mereka juga memiliki pekerjaan lain seperti nyablon, membuat gantungan kunci, dan
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mentato. Anak punk mendeskripsikan diri mereka identik dengan warna hitam,
karena warna hitam melambangkan independen (mandiri). Pesan yang ingin mereka
sampaikan untuk pemerintah adalah, diberlakukannya penerapan sila kelima secara
rata, dimana didalam sila kelima. berbunyi yaitu keadilan sesial bagi seluruh raykat
Indonesia. Yang mana mereka anggap bahwa penerapan dalam sila kelima ini belum
terealisasi dengan adil dan _merata ‘'mereka /masih menganggap pemerintah masih
membeda-bedakan keadilan tergantung dengan kelas sosialnya.”hukum di Indonesia
itu ibarat pisau tumpul keatas runcing kebawah, dimana yang berkuasa makin

sewenang- wenang dan rakyat kecil selalu tertindas” kata salah seorang anak punk.

Kehidupan anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, tetapi
keterpaksaan yang harus dihadapi _karena alasan. tertentu. Secara psikologis mereka
adalah anak yang belum dididik secara emosional dan spriritual, dan pada saat yang
sama harus dihadapkan pada:-dunia pjalanhidup yang sulit, yang mempengaruhi
perkembangan dan pembentukan kepribadian anak Aspek psikologis ini memiliki
pengaruh yang kuat pada aspek sosial. Kemunculan anak kumuh membawa citra
negatif sebagian besar masyarakat kepada anak-jalanan yang diidentikkan sebagai
pemberontak, suka mencuri dan‘sampah masyarakat yang harus diasingkan. Seperti
halnya yang dipaparkan oleh narasumber di Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait

penyebab terjadinya anak jalanan:

“faktor penyebab mereka menjadi anak jalanan itu kebanyakan karena faktor

ekonomi dan dari keluarga yang broken home, sehingga mereka kurang mendapatkan
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perhatian yang lebih dari orang tuanya, terkadang mereka juga dari kecil sudah

dibiasakan diajak ngamen sama orang tuanya, jadi sudah menjadi kebiasaan mereka

sejak dari kecil”

eksploitasi ana a d: - rempuan dan keluarga
berencana, e a prog o ulan 3 jJan membuat semacam
kreasi anak,
menjalank

an negara dalam

masalah ke am  tersebut belum

bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun
untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menganggu perkembangan fisik,

mental, dan sosial”.
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Ibu Hj. Lili Suryani, S.Sos, M.Si juga mejelaskan anak-anak yang bekerja
dibawah usia minimum Kkerja termasuk anak jalanan tetap termasuk kedalam
perlindungan pemerintah walaupun anak jalanan tidak bekerja terhadap pengusaha
atau individu sebagaimana yang.disebutkan didalam undang-undang ketenagakerjaan
“pasal 75 ayat 1 Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak
yang bekerja diluar hubungan, kerja, dar: pasal 75 ayat 2 Upaya penanggulangan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

B. Pelaksanaan Program Yang Dibuat Pemerintah Dalam Perlindungan
Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru

Apa dirasakan oleh anak jalanan tidaklah seindah dan sesederhana yang biasa
dilakukan anak pada umumnya. Mereka harus tumbuh dintara kekerasan yang ada di
kota-kota besar yang beresiko terhadap keamanan dan jiwa mereka. Faktor terbesar
yang menjadi pendorong mereka turun ke jalanan ialah ekonomi. Mereka mau tidak
mau harus turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan ada juga
yang sengaja dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk menjadi tulang punggung demi
memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang lebih mengerikan lagi anak turun ke jalan
dikarenakan mendapat paksaan dari preman atau orang dewasa yang bukan
keluarganya. Untuk hal ini, jikalau mereka tidak memberikan sejumlah uang yang
telah ditetapkan oleh preman ini mereka akan mendapatkan hukuman berupa tindak
kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Faktor lain dari ekonomi adalah anak
yang dibuang oleh orang tuanya dan ada juga yang turun kejalan dikarenakan

mengikuti teman-teman sekitarnya
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Banyak resiko yang terkadang menimpa mereka kapan saja anak jalanan sangat

beresiko dieksploitasi sebagai tenaga kerja. Eksploitasi yang biasanya menimpa pada

anak jalanan berasal dari orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah

“Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur
kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar memberikan kebijakan dan

menentukan anggaran dalam melindungi anak peraturan daerah kota Pekanbaru”.
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Lonjakan anak jalanan yang sangat tinggi saat ini memiliki banyak resiko yang
mau tidak mau harus mereka selesaikan yang mereka hadapi perlu adanya pihak-

pihak yang membantu membela hak mereka dikarenakan mereka merupakan salah

N

“Dinas Sosial

hasil penelitian

AR

ah melaksanakan

<
Y]
>
«Q
o
@D
>

5.

peraturan t Pekanbaru dengan

baik upaya an penertiban anak
jalanan y yang mempunyai
tempat ting ah asalnya atau ke
orang tuanya untuk tinggal atau

tidak sekolah al ) i.»Selan rehabilitasi anak jalanan

Menurut Tbu “Hj. Iri 3 P1 selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Dan
Perlindungan Anak Dinas Sosial kota Pekanbaru”, Dinas Sosial telah melakukan
perancangan program-program untuk menanggulangi perihal permasalahan PMKS

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) salah satunya membahas mengenai anak
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jalanan, yang dimuat didalam “Renstra SKPD (Perencanaan Strategi Satuan Kerja

Perangkat Daerah) Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2014-2020”.

Rehabilitasi  dilaksanakan untuk penyelenggaraan, memfasilitasi, dan

‘1@,’1‘|m“\“\-‘1‘ﬁ &. ak jalanan. Kegiatan

anak jalanan dapat & : al pembangunan salah satu
kegiatan po [ inas sosial dala jé an osial terhadap anak

jalanan yaitu ye saha aiaf dan perlindungan.

dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anak jalanan serta dapat bersosialisasi

ditengah masyarakat lingkungan

Hal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengatasi

permasalahan anak jalanan ini masih banyak memiliki penghambat dalam segala
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aspek. Diantaranya masih banyak anak jalanan yang sulit untuk ditangkap dan
melakukan pembinaan di Rumah Singgah Sosial Anak dikarenakan anak jalanan

terbiasa hidup bebas dan sulit untuk menerima aturan yang ada di RSPA. Dalam

4. Kebiasaan masyarakat yang susah diubah

5. Taraf ekonomi masyarakat yang tidak stabil
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Menurut Ibu Hj. Irin Irsanti S.Pi selaku “Seksi Rehabilitasi Sosial Dan
Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru” program pelayanan sosial

terhadap anak jalanan pertahunnya mencapai 50 orang dimana program baru

B R

kesej

peralatan dan infrastruktur. Dib kan peningkatan kerja sama dengan panti-
panti sosial atau Rumah Perlindungan Sosial Anak dengan fasilitas sosial atau
panti asuhan anak yang peduli terhadap anak jalanan.

5. Meningkatkan anggaran kerjasama dengan lembaga atau organisasi swasta yang

menangani masalah anak jalanan
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ISIIAI

nery we[sy sej

6. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah anak jalanan melalui
partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang dapat

dilakukan adalah tidak memeberikan sejumlah uang agar tidak terjadi

7 A 2saia nasa N organisasi

) tentang anak
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BAB IV

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Berdasarkan h nbahasan diatas, peneliti menarik suatu kesimpulan

Riau tahun 2014-2019. Tujuan dari program-program ini adalah untuk
mengembalikan fungsi utama pengasuhan anak terhadap keluarga, serta
tertanganinya masalah sosial terhadap anak jalanan sehingga dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anak jalanan serta dapat bersosialisasi

ditengah masyarakat lingkungan.
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B. SARAN
Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1.  Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan minat dan bakat anak jalanan

sehingga de elah dirancang mampu

\ N
“-g& ‘ . ‘ “\“ .aa‘ atang.
2. . . N%ﬁgmsﬁdsm ana bantu bekerja

meneliti perihal

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fur udwnyo(
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B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang —Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
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